
  

PEMERINTAH KABUPATEN SONE BOLANGO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR 16 TAHUN 2005 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN KEPENDUDUKAH, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN BONE BOLANSO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUFATI BONE BULANGO, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) 

Undang- Undang Nomor 32 Tahiin 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, maka susunan Orgarisasi perangkat daerah 

ditetapkan daram Peraturan Daerah dengan memperhatikan 

faktor-faktor tertentu dan keipedoman pada Peraturan 

Peraerintah: 

b. bahwa berdasarkan pertimitangar sebagaimana dimaksud 

pada hurut a, perlu membentur Peraturan Daerah tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana. 

Mengingat 4. Undang-Undang Nomor & Tahun “974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lemobarar Neaara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tamkahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2041) sebazaimana telah diubah dengan 
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Undany-Undaria Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Irdonesia Tahun 1999 Ncmor 69, Tambahan 

Lembaran Negzra Republik Indoriesia Numor 3890): 

Undang-''ndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yany Bersin dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisrna (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3551): 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gororitalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indoresia Nomor 4060): 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukar. 

Kabupaten Boris Bolango Jan Kabupaten Pchuwato di Provinsi 

Gorontato (Lembaran Negara Repub'ik Indcnesia Tahun 2003 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4269: 

Undany-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Ncmor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389): 

.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentar:g Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia 

Nomor 4437). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengyanti Undang-undang Nomor 3 Tahun Z005 ( 

Lembaran Neyara Republik Indonssia Tahun 20C5 Ncmor 78, 

Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomar 4493): 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentany Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Perrerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Ingonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan I.embaran Negara Republir Indonesia Nomor 4438): 
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8. Peraturan Pemerintah Ncmor 25 Tahun 2000, tentang 

Kewenangan Pernerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran: Negara Republik 

Indcnesia Nomer 3952), 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4262): 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

Menetapkan 

dan 

BUPATI BONE BOLANGO 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN, 

CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN 

BONE BOLANGO 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

. Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yan3 dimaksud dengan : 

1. Caerat" adalah Dasrah Otoriom Kabupaten Bone Bolango. 

2.  Pumeristah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai Unsur penyelenggara Pemeriatahan Daerah 

Kabupaten Bons Bolango. 

3. Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah: selanjutnya disebut DPRD 

adalah Lembaga Perwakilari Rakyat Daerah sebagai Unsur 

penyesenggara Pemarintahan Daerah Kabupaten Bone 

Bolango. 
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4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan olen Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan fugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan K2publik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

5, Kepala Daerah adalah Eupati Bone Bolango. 

6. Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone 

Bolango. 

T Kewenangari adalah kewenangan yang diserahkan ke 

Daerah menurut peraturan perundang-undangan. 

8. Badan adalah Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango. 

9. Kepala Badan adalah Kepala Badun Kependudukan, Catatan 

Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bulanyo. 

BAB II 

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal z 

Badan meriipakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang spesifik yang 

dipimpin oieh seorang Kepala yang berada di bawah dan 

bertangguny jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris 

Daerah. 

Pasal 3 

Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan, 

Catatan Sipil dar. Keluarga Berencana. 

Pasal 4 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagarr.ana dimaksud pada 

Pasal 3 diatas Badan mempunyai fungsi : 

c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup kerjanya: 

dan 

d. Pelayanan Perunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
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BAL III 

ORGANISASI 

Pasai 5 

(1) Organisasi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga 

Berencana terdiri atas : 

a. Kepala Badan: 

b. Bagian Tata Usaha. 

c. Bioang Pelayanan dan Penaaftaran Penduduk, 

d. Bidang Mutasi Data dan Peluparan: 

e. Bidang Pengenda'ian Peniiiduk, Keluarga Berencana dan 

Keluarga Sejahtera, dan 

f. Kelompok yaba:an Fungsional. 

(2) Struktur Organisasi Kependudi.kan, Catatan Sipil dan Keluarga 

Berencara sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan 

Daerah ini . 

Bagian Tata Uszana terdiri atas : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: 

b. Sub Bagian Program dan Keuangan: 

Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk terdiri atas : 

a. Sub Bidang Pelayanan, 

b. Suo Bidang Pendaftaran dan Pericatatan: 

Pasal 8 

Bidang Mutasi Data dan Pelaporan terdiri atas : 

a. Sub Bidang Data, Informasi dan Pelaporan: 

b. Sub Bidang Purencanaan can Evaluasi, 

Pasal 9 

Bidany Pengenualian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga 

Sejahtera terdiri atas : 

a. Sub Bidang Pengembangan Kualitas Penduduk, Keluarga 

Berencana Jan Keluarga Sejahtera. 

b. Sio Bidang Institusi dan Peran Serta Masyarakat : 
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Pasal 10 

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Bagian Tata Usaha, Bidang - 

bidang, Sub-sub Ridarig ditetapran dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasai 11 

(1) Pada organisasi Sudaii dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil 

dalam kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempuryai tuyas melaksanakan 

tugas-tugas sesuri dengan keahlian dan xebutuhan. 

Pasal 12 

(1) Kelompok .abatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senibr yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan. 

(2) Kelompok Jakatari fungsionzl dapat dikagi atas keloampcek dan sub- 

sub kelompok scsvai kebutuhan. 

(3) Jumlah Jabatan Fvngsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan 

beban kerja 

(4) Pembinaan terhacap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang be:laku. 

BAB IV 

TATA KERJA 

Fasal 13 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan, dan Kelompok Jabatan 

fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan 

sinkronisas' baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar 

satuan organisasi sesuai tugas masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalarn lingkungan Badan 

berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan 

pekerjaan unsur -ungur pembantu pelaksana yang berada dalam 

lingkungan kerjanya. 
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(4) Dalam melaksanakan tugasnya Badan wajib menyelenggarakan 

koordinasi secara fungsional denyar ba'k: 

Pasal 14 

(1) Kepala Badan melaksariakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan 

yang d'tetapkan oleh Kepala Daerah. 

(2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan 

membimoing serta mengawasi pererjaan unsur - unsur pembantu 

dan pelaksana dilingkungan Badan. 

BAB V 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 15 

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kapala Daerah atas 

usu! Sekretaris Daerah, 

(2 Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan 

diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan: 

(3) Jenjang jabatan dan kerangkatan serta sistem kepegawaian diatur 

sesuai dengan peraturan peruncany-undangan yang berlaku, 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 15 

Segala biaya yang timbul akibat velaksanaan Peraturan Daerah ini 

dibebankan pada Ar.ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bone Bolango berdasarkan peraturan petundang-undangan yang 

berlaku: 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Dengan berlakunya Perattirari Daerah ini Keputusan Bupati Bone 

Boiango Nomor 3 Tahun 2003 tentar'j Susi.nan Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaya Teknis Dactah kabupaten Bone Bolango dinyatakan 

tidak berlaku lagi. 
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Pasal 18 

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan 

Daerah ini akan diatut dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 19 

Peraturan Daerah in: mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2005 

diundangkan: 

tnengetahuinya, mernerintahkan  Pengundangan Agar setiap orang 

Peraturan Daerah ini deriyan menempatkanriya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Bone Bosangc 

Ditetapkan di Suwawa 

pada tanggal 15 Juli 2005 
Ma hutan 

MAAN BONE BOLANGO 1 

& age 0 rak Ku RN 

“9 

RD Dn 

T
a
 

SBONNY M.M. OINTU 

Phndahatan di Suwawa 

2 da tangg 18 Juli 2005 
La N 5 

P3 AP ON PREPAN KABUPATEN BONE BOLANGO 

na 1 - HAMRAN mkn W 
/ 

OT 
mana 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONZ BOLANGO TAHUN 2005 NOMOR 1€ SERILU 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONGC BOLANGO 

NOMOR 16 TAHUN 2004 

TENTANG 

' PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BACAN KEPENDUDUKAN, SATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA 

KARUPATEN BONE BOLANGO 

|. UMUM 

Bahwa sisterri pemerintahan Negara Kesatuan Republik 'ndonesia menurut 

Undang-Undang Dasar 1945 can Undang-Undang Norior 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, rnomberikan  keleluasaari kepada Daerah untuk 

menyelenggarakan Otonorn! Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip 

Demokrasi, peran serta masyarakat, pemelatsan keadilan, serta dengan 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daeli.ti, sehingga dalam menghadapi 

perkembangan keadaan snrta tantangan dan persa:ngan global, maka daerah dalam 

menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, 

nyata dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan 

pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada. 

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diawr dalam Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerar dari Peraturan Perundang-undangan 

lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupateri Bone Polango dalam membentuk 

Kependudukan. Catatar Sipil dan Ke'uarga Berencana sebagai unsur pelaksana 

otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

tugas penyelenggaraan Pamerintahan,2dministrasi, organisasi dan tata laksana. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat 

daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor 

tertentu dan bepedoman bada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan 

pertimbangari sebacaimana dimaksud pada hal-hal yany dielaborasi diatas, maka 

Pemerintah Daerah rmiembentuk Peraturan Daerat: tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Kependudukan. Catatan Sipil dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bone Bolango. 
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Il. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

4 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

10 

Cukup 

11 

Cukup 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 
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Pasal 

Pasal 

Pasai 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

12 

Cukup jelas. 

13 

Cukur jelas. 

14 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

16 

Cukup jelas. 

17 

Cukup jelas. 

18 

Cukun jalas. 

19 

Cukup jelas. 

TT EN 
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